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 Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 
17/PBI/2015 sebagai perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia 
No15/40/DKMP tentang kebijakan pembatasan financing to value pada 
pemberian pembiayaan pemilikan properti, pembiayaan konsumsi beragun 
properti. Alasan perlunya penyesuaian ketentuan financing to value (FTV) 
adalah untuk lebih meningkatkan aspek kehati-hatian bank dalam 
penyaluran pembiayaan terkait properti sehingga risiko gagal bayar dapat 
dicegah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh dari 
wawancara pegawai PT. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta 
yang menjabat sebagai Mortgage and Consumer Financing Unit Head 
didukung dengan dokumentasi meliputi brosur dan laporan keuangan bank. 
Adapun dalam melakukan analisis data menggunakan teknik analisis coding. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa financing to value mampu mencegah 
timbulnya risiko pada pembiayaan pemilikan rumah. Hal tersebut 
dikarenakan nasabah yang mengambil pembiayaan harus menyiapkan uang 
muka yang lebih besar dan untuk pembiayaan kedua, ketiga dan seterusnya 
besarnya nilai financing to value semakin diperketat. 
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 The Role of Financing to Value (FtV) in Risk Management in Home 

Ownership Financing. Bank Indonesia has issued Bank Indonesia 

Regulation No. 17/PBI/2015 as an amendment to Bank Indonesia Circular 

Letter No15/40/DKMP concerning the policy of limiting financing to value 

in providing property ownership financing, property-backed consumer 

financing. The reason for the need to adjust financing to value (FTV) 

provisions is to further enhance the prudential aspects of banks in 

channeling property-related financing so that the risk of default can be 

prevented. This research is a field research with a qualitative approach and 

uses descriptive analysis. Sources of data obtained from interviews with 

employees of PT. The Yogyakarta branch of the Islamic State Savings Bank, 

which serves as the Mortgage and Consumer Financing Unit Head, is 

supported by documentation including brochures and bank financial 

reports. As for conducting data analysis using coding analysis techniques. 

The results of the study show that financing to value is able to prevent risks 

from arising in home ownership financing. This is because customers who 

take out financing must prepare a larger down payment and for second, third 

and so on financing the amount of financing to value is getting tighter. 
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Pendahuluan 

Permintaan akan pemilikan rumah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Permintaan 

akan rumah yang siginifikan ini pada akhirnya diantisipasi oleh perbankan dengan melahirkan suatu 

sistem yang dikenal dengan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) atau dalam istilah konvensional lebih 

dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). dokumen Kajian Stabilitas Keuangan (KSK). Kondisi 

ini menyebabkan pertumbuhan pembiayaan pemilikan rumah (PPR) meningkat dan dapat berpotensi 

terjadinya risiko pembiayaan pada perbankan, sehingga akan menciptakan ketidakstabilan pada sistem 

keuangan. Arthesa (2006) menyatakan bahwa kebijakan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian Bank 

dalam pemberian pembiayaan pemilikan rumah (PPR) serta kebijakan untuk memperkuat ketahanan 

sektor keuangan dilakukan melalui penetapan besaran financing to value untuk pembiayaan pemilikan 

rumah (PPR). Di mana sikap hati-hati merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam setiap pemberian 

pembiayaan. Tujuan adalah mencegah risiko yang mungkin terjadi. 

Rasio Financing to Value, yang selanjutnya disebut FTV adalah angka rasio antara nilai 

pembiayaan atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa properti pada 

saat pemberian pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. (www.ojk.id) FTV 

pada dasarnya adalah porsi pembiayaan dari sebuah pembelian rumah. Misalnya harga rumah adalah Rp 

100 juta, maka dengan FTV 70 %, jumlah maksimum pembiayaan yang bisa diberikan bank adalah Rp 

70 juta. 

Bank Indonesia melakukan sejumlah kebijakan membatasi nilai FTV tersebut sebagai berikut: 

Pertama, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan pembatasan FTV yang tidak hanya mengatur rumah 

tinggal dan rumah susun, namun juga mengatur pembiayaan pada rumah toko (ruko) dan rumah kantor 

(rukan) yang berlaku sejak 30 September 2013. Peraturan ini memperluas peraturan FTV sebelumnya 

yang tidak hanya mengatur rumah tinggal dan rumah susun, namun juga mengatur pembiayaan pada 

rumah toko dan rumah kantor. Selain itu, terdapat aturan progresif berdasarkan luas bangunan. Dapat 

dilihat bahwa dengan pembatasan FTV ini, nasabah yang mengambil pembiayaan harus menyetor uang 

muka lebih besar dan porsi pembiayaan dalam sebuah pembelian rumah menjadi lebih kecil. Sebelum 

pembatasan FTV ini, tidak ada aturan dari Bank Indonesia mengenai maksimum FTV dalam pembiayaan 

rumah, sehingga bank bisa lebih tinggi menyalurkan porsi pembiayaan. Kedua, kebijakan ini juga 

mengatur FTV yang lebih rendah untuk fasilitas pembiayaan untuk pembiayaan kedua, ketiga dan 

seterusnya. Ini artinya untuk pembiayaan rumah kedua dan seterusnya nasabah harus menyetor uang 

muka lebih mahal dari pada pembiayaan rumah pertama. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan 

kesempatan kepada masyarakat yang memerlukan rumah untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang 

lebih ringan dibandingkan pihak-pihak yang mengajukan fasilitas pembiayaan atau pembiayaan kedua 

dan seterusnya. Ketiga, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Susun 

(PPRS) kedua dan seterusnya tidak diperkenankan untuk digunakan membiayai pembelian properti yang 

belum tersedia secara utuh (inden). Ini juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan faktor perlindungan 

konsumen dengan mengatur pembelian properti secara inden. 

Ketentuan ini akan menghindari pemanfaatan pembiayaan perbankan untuk membeli properti inden 

lebih dari satu unit oleh pihak-pihak tertentu. Sementara itu, pembelian properti dengan PPR/PPRS 

pertama masih dimungkinkan dilakukan secara inden dengan beberapa pengaturan terkait hubungan bank 

dengan pengembang. Bank Tabungan Negara Syariah yang memiliki corebussiness pembiayaan 

pemilikan rumah (PPR) telah menerapkan financing to value yang diatur dalam PBI No. 17/10/PBI 

dimana hal tersebut bertujuan untuk kehati-hatian saat memberikan pembiayaan pemilikan rumah (PPR). 

Ketentuan FTV maksimal bagi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)/Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Susun (PPRS) telah berlaku sejak 15 Juni 2012, namun pertumbuhan PPR/PPRS tipe >70 m2 masih tinggi 

masing- masing mencapai 25,5% dan 63,3% di Juli 2013, jauh di atas pertumbuhan pembiayaan secara 

agregat. 
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Hal tersebut di karenakan selama ini penelitian hanya fokus pada analisis dampak atas regulasi 

tersebut, sedangkan peran FTV terhadap manajemen risiko pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) 

belum ada. Sehingga penyusun merasa dengan mengambil judul tersebut di atas untuk melengkapi 

penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan  masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Untuk meninjau penerapan FTV pada pembiayaan pemilikan rumah (PPR) di Bank 

Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta, Untuk mengkaji lebih dalam tentang risiko apa saja yang 

dihadapi oleh Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta dalam memberikan pembiayaan 

pemilikan rumah (PPR). Untuk menganalisis peran FTV dalam manajemen risiko pada pembiayaan 

pemilikan rumah (PPR) di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta. 

Metode 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono : 2013) Descriptive research dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan 

akurat (Danim:2002). Dapat juga diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret 

fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri atas variabel yang diuraikan sebagai berikut: Pembiayaan Pemilikan Rumah 

(PPR), Financing to Value (FTV), dan Manajemen Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR). 

Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian merupakan 

faktor penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini terdapat beberapa sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan tiga 

macam bentuk pengkodean, yaitu pengkodean berbuka, pengkodean berporos, dan pengkodean 

berpilih. Setelah melakukan pengkodean terhadap data, proses terakhir adalah  menyimpulkannya. 

Kesimpulan ini ditarik setelah seluruh proses penganalisaan terhadap data telah dilakukan. Model 

analisis, menurut Strauss dan Corbin (1990) terdapat 3 (tiga) macam proses analisis data (coding) yaitu 

pengkodean terbuka, pengkodean berporos dan pengkodean berpilih.  

Hasil dan Pembahasan 

 Pada pembiayaan pemilikan rumah telah melekat berbagai jenis risiko yang meliputi: pertama, 

Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam 

menepati akad yang telah disepakati. Nasabah melakukan penyimpangan tanggungjawab, sehingga 

dapat merusak kesepakatan yang ada dalam akad perjanjian. Dalam teori perbankan, risiko ini 

disebabkan oleh perilaku moral hazard. Moral harzard secara penuh dan tidak bertanggungjawab atas 

perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung 

jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.  

Pertama, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan 

ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau 

adanya problem ekternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini dapat timbul akibat 

kesalahan pihak bank syariah dalam menentukan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan 

rumah.  Kedua, risiko reputasi. Risiko reputasi dapat terjadi akibat persepsi negatif dari nasabah. 

Kemungkinan penyebabnya adalah adanya miss-communication atau kesalahpahaman antara pihak 

bank dengan nasabah atau perasaan kekecewaan nasabah terhadap pelayanan dari pihak bank. Sejatinya 

risiko pembiayaan dapat dicegah. Pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan dengan salah satu cara 

yaitu dengan adanya aturan financing to value dalam memberikan pembiayaan pemilikan rumah. Oleh 

karena itu, bank juga harus memiliki kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. 
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Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 15/40/DKMP tentang kebijakan pembatasan 

financing to value pada pemberian pembiayaan pemilikan properti, pembiayaan konsumsi beragun 

properti. Sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran tersebut yang menyatakan bahwa alasan 

perlunya penyesuaian ketentuan financing to value (FTV) adalah untuk lebih meningkatkan aspek 

kehati-hatian bank dalam penyaluran pembiayaan terkait properti. Rasio Financing to Value, yang 

selanjutnya disebut FTV adalah angka rasio antara nilai pembiayaan atau pembiayaan yang dapat 

diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan atau 

pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. (www.ojk.id). 

Tabel 2 Rincian Fasilitas Financing to Value 

Tipe rumah Fasilitas Financing To Value (FTV) 

Pembiayaan I Pembiayaan II Pembiayaan III 

Tipe > 70 m2 80 % 70 % 60% 

Tipe 22 – 70 m2 85 % 80% 70% 

Tipe s.d. 21 m2 90% 85% 80% 

Setelah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 17/10/PBI/2015 maka ketentuan 

financing to value sudah naik 10%. Hal ini dilihat dari pembiayaan pertama yaitu sebesar 80% untuk 

tipe rumah >70m2 , untuk tipe 22 m2 – 70 m2 dan di bawah 21 m2 ditentukan oleh bank. Pada Bank 

Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta memberikan ketentuan bahwa besarnya nilai financing 

to value adalah 85% untuk pembiayaan tipe kedua, sedangkan untuk tipe yang ketiga 90%. Tetapi untuk 

program sejuta rumah yang diberikan pemerintah, BTN menetapkan 99% untuk FTV KPRnya. Dalam 

pemberian pembiayaan pemilikan rumah yang kedua pada Bank Tabungan Negara Syariah cabang 

Yogyakarta, nasabah dikenakan financing to value 70% untuk tipe rumah >70m2 , untuk tipe 22 m2 – 

70 m2 adalah 80% dan di bawah 21 m2 ditentukan oleh bank yaitu sebesar 85%. 

Terjadi perbedaan antara pembiayaan yang pertama dan yang kedua dimana untuk tipe yang 

pertama dan yang kedua mengalami penurunan sebesar 10%. Sedangkan untuk tipe yang ketiga turun 

sejumlah 5%. Pada pembiayaan pemilikan rumah yang ketiga di Bank Tabungan Negara Syariah 

cabang Yogyakarta, nasabah diharuskan membayar lebih banyak dari pembiayaan sebelumnya, hal ini 

dikarenakan financing to value yaitu 60% untuk tipe rumah >70m2 , 70% untuk tipe 22 m2 – 70 m2 dan 

di bawah 21 m2 ditentukan oleh bank dengan besaran 80%. 

Dapat dilihat bahwa dengan pembatasan FTV ini, nasabah yang mengambil pembiayaan harus 

menyetor uang muka lebih besar dan porsi pembiayaan dalam sebuah pembelian rumah menjadi 

lebih kecil. Sebelum pembatasan FTV ini, tidak ada aturan dari Bank Indonesia mengenai maksimum 

FTV dalam pembiayaan rumah, sehingga bank bisa lebih tinggi menyalurkan porsi pembiayaan. 

Nasabah yang menginginkan untuk memiliki rumah yang mendorong mereka untuk mengajukan 

pembiayaan ke bank syariah kini harus benar- benar menyiapkan uang muka yang tidak sedikit. 

Sebelum adanya peraturan financing to value, nasabah dapat dengan mudah memiliki rumah meskipun 

hanya memberikan uang muka yang sedikit. Dalam kondisi ini, menguntungkan pihak bank karena bank 

dapat mengurangi porsi pembiayaan sekaligus menghindari risiko pembiayaan. 

Sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia, kebijakan financing to value ini juga untuk fasilitas 

pembiayaan kedua, ketiga dan seterusnya. Ini artinya untuk pembiayaan rumah kedua dan seterusnya 

nasabah harus menyetor uang muka lebih mahal dari pada pembiayaan rumah pertama. Hal ini 

dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memerlukan rumah untuk 

pertama kalinya dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan pihak-pihak yang mengajukan 

fasilitas pembiayaan atau pembiayaan kedua dan seterusnya. 

Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta memiliki keinginan agar setiap lapisan 

masyarakat memiliki rumah sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan aturan financing to 

value pada pembiayaan kedua, ketiga dan seterusnya.Dampaknya mungkin saja tidak akan langsung 

terasa dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang kemungkinan akan berpengaruh. untuk 

http://www.ojk.id/
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mengetahui bagaimana dampak pelonggaran kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi diperlukan. 

Kebijakan financing to value ini akan disambut baik oleh pembeli tingkat menengah ke bawah yang 

memiliki keterbatasan dana untuk membeli properti. Sedangkan bagi pembeli tingkat menengah ke atas 

kebijakan ini tidak berpengaruh secara signifikan karena kemampuan daya belinya yang besar. 

Meskipun demikian, masyarakat juga akan tetap berhati-hati dalam mengambil kredit properti, karena 

dengan uang muka yang lebih kecil, konsekuensinya cicilan yang harus dibayar tentu akan menjadi 

lebih besar. 

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Hal tersebut dialami oleh 

Bank Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta yang memitigasi adanya risiko pembiayaan, 

reputasi dan operasional. Oleh karena itu, dengan prinsip kehati-hatian maka Bank Tabungan Negara 

Syariah cabang Yogyakarta menerapkan financing to value yang telah diatur dalam PBI No. 

17/10/PBI/2015. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan Bank Tabungan Negara Syariah 

cabang Yogyakarta terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan suatu bentuk manajemen risiko. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa aspek yang harus ditingkatkan oleh Bank 

Tabungan Negara Syariah cabang Yogyakarta dimana prosedur pengajuan pembiayaan yang terdapat 

di dalamnya cukup rumit dan panjang. Oleh karena itu, Bank Tabungan Negara Syariah cabang 

Yogyakarta diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan KPR dimana dalam prosedur yang harus 

dijalani cukup panjang sehingga nasabah harus menunggu lama. Berdasarkan hasil penelitian juga 

ditemukan adanya kemungkinan kesalahan dalam menentukan calon nasabah pembiayaan. Hal ini 

menjadi titik awal kelangsungan pembiayaan yang diberikan. Bank Tabungan Negara Syariah cabang 

Yogyakarta harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menentukan calon nasabah 

yang layak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari. Upaya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, sehingga 

kemampuan dalam menganalisa calon nasabah semakin baik. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengambil latar permasalahan yang sama atau sejenis diharapkan dapat mengembangkannya dalam 

konteks yang lebih kompleks lagi atau peneliti mendatang dapat mengambil metode penelitian lain 

dengan menambah jumlah akad yang diteliti, sehingga pengetahuan tentang risiko Pembiayaan 

Pemilikan Rumah (PPR)    di bank syariah semakin mendalam. 
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